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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 219/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Pajak  da lam  penin jauan  kembal i   te l ah  

memutuskan  sebaga i   ber i ku t  da lam perkara  :

PT.  GENERAL PERSADA INDUSTRIES,  berkedudukan  d i  

Ja lan  Br ig j en  Katamso,  Sagulung  KM.  0,5 ,  

Tanjung  Uncang,  Batam,  da lam  hal  in i  d iwak i l i  

o leh  :  LIDYA  SWANDAJANI,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Jabatan  Di rek tu r  PT.  Genera l  Persada  

Indus t r i e s ,  berkan to r  d i  Ja lan  Br ig j en  Katamso,  

Sagulung  KM. 0,5 ,  Tanjung  Uncang,  Batam ;

Pemohon Penin jauan  Kembal i  dahulu  Penggugat  ;

                                M e l  a w 

a n  

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  berkedudukan  di  Ja lan  

Jendera l   Gato t  Subro to  Nomor  40- 42,  Jakar ta  

12190,  da lam hal  in i  member i  kuasa  kepada  :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO,  Di rek tu r  Kebera tan  dan  

Banding  ;

2. ERMA SULISTYARINI ,  Kepala  Sub  Di rek to ra t  

Penin jauan  Kembal i  dan   Evaluas i ,  Di rek to ra t  

Kebera tan  dan Banding  ;

3. YURNALIS RY,  Kepala  Seks i  Penin jauan  Kembal i ,  

Di rek to ra t  Kebera tan  dan Banding  ;

4. FITRIYANA,  Penelaah  Kebera tan ,  Di rek to ra t  

Kebera tan  dan Banding  ;

Kesemuanya  berkan to r  d i  Kanto r  Pusat  Di rek to ra t  

Jendera l  Pajak ,   Ja lan  Jendera l   Gato t  Subro to  

Nomor  40- 42,  Jakar ta ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  13 Mei  2009 ;

Termohon Penin jauan  Kembal i  dahulu  Tergugat  ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

                Hal .  1 dar i  11 hal .  Put .  
No.  219/B /PK/PJK/2010
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  

Penggugat  te l ah  mengajukan  permohonan  pen in jauan  kembal i  

te rhadap  putusan  Pengadi l an  Pajak  Nomor   Put .  

16718/PP/M.X/99 /2009  tangga l  12  Januar i  2009  yang  te lah  

berkekua tan  hukum te tap ,  da lam perkaranya  melawan  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  dahulu  Tergugat  dengan  pos i t a  perkara  

sebaga i  ber i ku t   :

Bahwa  berdasarkan  pemer iksaan  atas  kewaj i ban  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Tahun  2005  te lah  di te r b i t k an  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Tahun  

2005  Nomor  00006/207 /05 /217 /07  tangga l  26  Desember  2006  

sebesar  Rp.  621.741 .264 ,00  ;  

Bahwa  atas  penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  Pajak  Per tambahan  Ni la i  te rsebu t  Penggugat  kemudian  

mengajukan  kebera tan  dan  te l ah  di t o l a k  dengan  Keputusan  

Tergugat  Nomor  Kep- 28/WPJ.02 /BD.0601 /2007  tangga l  19  

September  2007 ;  

Bahwa  atas  keputusan  kebera tan  te rsebu t  Penggugat  

t i dak  dapat  mengajukan  Banding  karena  Sura t  Keputusan  

Kebera tan  te rsebu t  yang  di te r ima  oleh  karyawan  atas  nama 

Purwoko  t i dak  pernah  disampaikan  kepada  Penggugat  (ka ryawan  

te rsebu t  te lah  Penggugat  ke lua rkan  dan  te l ah  Penggugat  

laporkan  kepada  yang  berwaj i b )  ;

Bahwa Penggugat  mengetahu i  ka lau  kebera tan  Penggugat  

te rsebu t  te lah  di to l ak  sete lah  akan  d iadakan  peny i t aan  

ya i t u  pada  tangga l  25  Maret  2008,  jad i  sudah  leb ih  dar i  6 

(enam)  bulan  se jak  keputusan  kebera tan  te rsebu t  d i te rb i t k an  

Penggugat  baru  mengetahu i  ka lau  kebera tan  Penggugat  di to l ak  

dengan  demik ian  untuk  penga juan  band ing  sudah  lewat  leb ih  

dar i  t i ga  bu lan  ;  

bahwa  atas  hal  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  kemudian  

mengi r imkan  sura t  ke  Terguga t  mela lu i  sura t  tangga l  14  

Apr i l  2008  yang  meminta  agar  menin jau  kembal i  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dan  

2

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan  Si ta  di tangguhkan  dulu  ;  

Bahwa atas  sura t  Penggugat  te rsebu t  d i  atas  Tergugat  

da lam  sura tnya  Nomor  S- 096/WPJ.02 /BD.0601 /2008  tangga l  28  

Apr i l  2008  member ikan  jawaban  bahwa permohonan  pen in jauan  

kembal i  Penggugat  di to l a k  ;  

Bahwa atas  adanya  sura t  peno lakan  dar i  Tergugat  Nomor  

096/WPJ.02 /  BD.0601/2008  tangga l  28  Apr i l  2008  te rsebu t  

Penggugat  kemudian  mengajukan  Sura t  Permohonan  Pembata lan  

Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  Benar  sesua i  Pasal  36  (1)  b  

Undang- Undang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

mela lu i  sura t  tangga l  30 Apr i l  2008 ;  

Bahwa  Tergugat  da lam  sura tnya  Nomor  S-

205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  16  Jun i  2008  menolak  

Permohonan Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  Penggugat  a jukan  

sesua i  Pasa l  36 (1 )  b Undang- Undang Keten tuan  Umum dan Tata  

Cara  Perpa jakan  dengan  a lasan  bahwa  Penggugat  sebe lumnya  

te l ah  mengajukan  Kebera tan  seharusnya  proses  ber i ku tnya  

ada lah  mengajukan  band ing  sesua i  Pasa l  27  Undang- Undang  

Keten tuan  Umum dan Tata  Cara  Perpa jakan  ;  

Bahwa da lam  hal  in i  Penggugat  t i dak  dapat  mengajukan  

band ing  karena  te l ah  lewat  waktu  leb ih  dar i  t i ga  bulan  

dika renakan  Penggugat  baru  mengetahu i  Sura t  Keputusan  

Kebera tan  di to l ak  sete lah  enam bulan  kemudian  sete lah  ada  

peny i t aan ,  karena  Sura t  Keputusan  Kebera tan  t i dak  pernah  

disampaikan  ke  Penggugat  oleh  karyawan  Penggugat  yang  ada  

masalah  ;  

Bahwa  menuru t  Penggugat  seharusnya  Permohonan  

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  t i dak  benar  yang  Penggugat  

ajukan  sesua i  Pasa l  36  (1 )  b  Undang- Undang  Keten tuan  Umum 

dan Tata  Cara  Perpa jakan  te tap  dapat  d ip roses  oleh  Tergugat  

karena  dalam  Pasa l  2  Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  

542/KMK.0412004  yang  menjad i  atu ran  pelaksanaan  ta ta  cara  

pengurangan  pembata lan  kete tapan  pajak  yang  t i dak  benar  

t i dak  

menyebutkan  bahwa  apab i l a  Penggugat  te l ah  mengajukan  

kebera tan ,  maka Penggugat  t i dak  dapat  mengajukan  permohonan  

                Hal .  3 dar i  11 hal .  Put .  
No.  219/B /PK/PJK/2010
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Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  t i dak  benar  ;  

Bahwa menuru t  Penggugat  Pasa l  36  (1)   b Undang- Undang  

Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  ada lah  untuk  

menampung  s is i  kead i l an  bag i  Penggugat  apab i l a  ada  

kete tapan  dar i  Terguga t  yang  ada  kesa lahan  dalam 

penetapannya  ;  

Bahwa mel iha t  dasar  pengh i t ungan  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  te l ah  d i t e t apkan  

oleh  Terguga t  menuru t  Penggugat  da lam  penetapannya  ada  

kesa lahan  mendasar  dimana  jumlah  pajak  yang  te ru tang  te l ah  

dibayar  semua  atas  pen jua lan  Penggugat  te tap i  d ih i t ung  

kembal i  dengan pengenaan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  10% ;  

Bahwa  te rhadap  hal  d i  atas  sebetu lnya  semua  data  

pendukung  te l ah  Penggugat  sampaikan  dalam  pemer iksaan  dan  

kebera tan  tap i  d i t o l a k  karena  dianggap  data  pendukung  t i dak  

pernah  Penggugat  sampaikan  ;  

Bahwa  demik ian  gugatan  in i  Penggugat  sampaikan  agar  

dapat  d i te r ima .  Penggugat  mengharapkan  agar  permohonan  

pembata lan  kebera tan  pajak  yang  Penggugat  ajukan  ke  

Tergugat  dapat  d ip roses  kembal i  seka l i gus  Penggugat  dapat  

member ikan  data  pendukung  yang  dianggap  sebe lumnya  t i dak  

pernah  Penggugat  sampaikan ,  seh ingga  Penggugat  dapat  

membukt i kan  perh i t ungan  pajak  yang sebenarnya  ;

Bahwa mela lu i  sura t  in i  seka l i gus  Penggugat  mohon agar  

pe laksanaan  peny i t aan  atau  penag ihan  dapat  d i tangguhkan  

sampai  ada  keputusan  yang  benar  atas  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Pajak  Penghas i l an  Badan yang  te lah  di te rb i t k an  

oleh  Tergugat  ;  

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengad i l an  Pajak  Nomor  

Put .  16718/PP/M.X/99 /2009  tangga l  12  Januar i  2009   yang  

te l ah  berkekua tan  hukum  te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  

-  Menyatakan  permohonan  gugatan  Penggugat  te rhadap  Sura t  

Keputusan  Tergugat  Nomor  S- 205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  

16 Jun i  2008 mengenai  Permohonan Pembata lan  Kete tapan  Pajak  

Yang  Tidak  Benar  atas  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  
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Pajak  Per tambahan  Ni la i  Masa  Pajak  Januar i  sampai  dengan  

Desember  2005 Nomor  00006/207 /05 /217 /07  tangga l  26 Desember  

2006,  atas  nama :  PT.  Genera l  Persada  Indus t r i e s ,  NPWP :  

01.085 .076 .6 - 217.000 ,  a lamat  ;  Ja lan  Br ig j en  Katamso,  

Sagulung  KM.  0,5 ,  Tanjung  Uncang,  Batam,  t i dak  dapat  

d i te r ima  ;   

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  i . c .   putusan  Pengad i l an  Pajak  Nomor  

Put .  16718/PP/M.X/99 /2009  tangga l  12  Januar i  2009  

dibe r i t a hukan  kepada  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Penggugat  pada tangga l  30 Januar i  2009 kemudian  te rhadapnya  

oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Penggugat  dia j ukan  

permohonan  pen in jauan  kembal i  secara  te r t u l i s   pada tangga l  

22  Apr i l   2009  sebaga imana  te rnya ta  dar i  Akta  Permohonan  

Penin jauan  Kembal i  Nomor  PKA-288/SP.52 /AB/     IV /2009  yang  

dibua t  o leh  Pani te ra  Pengad i l an  Pajak ,  dengan   d ise r t a i  

o leh  alasan- alasannya  yang  d i t e r ima  di  Kepan i t e raan  

Pengad i l an  Pajak  te rsebu t  pada tangga l  i t u  juga  ;  

Menimbang,  bahwa ten tang  permohonan  pen in jauan  kembal i  

te rsebu t  te lah  diber i t a hukan  kepada  pihak  lawan  dengan  

seksama  pada  tangga l  5  Mei   2009,  kemudian   te rhadapnya  

oleh  pihak   lawannya  te l ah  d ia j ukan   jawaban  yang  di te r ima  

di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Pajak  tangga l  2 Jun i  2009  ;  

Menimbang,  bahwa permohonan  pen in jauan  kembal i  a  quo 

beser ta  alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  

lawan  dengan  seksama,  d ia j ukan   da lam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  di ten tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  

karena  i t u  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i   te l ah  

mengajukan  alasan- alasan  pen in j auan  kembal i  yang   pada  

pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t   :  

A. Umum ;

1. Sesua i  Pasa l  77  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  

14  Tahun  2002  menyatakan  bahwa  p ihak - pihak  

yang  bersengke ta  dapat  mengajukan  pen in jauan  

kembal i  atas  putusan  Pengad i l an  Pajak  kepada  

                Hal .  5 dar i  11 hal .  Put .  
No.  219/B /PK/PJK/2010
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Mahkamah Agung ;

2. Permohonan  pen in j auan  kembal i  te rsebu t  kami  

ajukan  ada lah  dengan  alasan  sesua i  Pasa l  91  

huru f  e  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  

ya i t u  :  

Permohonan  pen in jauan  kembal i  hanya  dapat  d ia j ukan  

berdasarkan  alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

Apabi l a  te rdapa t  suatu  putusan  yang  nyata - nyata  t i dak  

sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  ;  

3. Menuru t  kami  dasar  per t imbangan  Maje l i s  

Pengad i l an  Pajak  yang  memutuskan  bahwa 

permohonan  gugatan  kami  te rhadap  Sura t  

Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  S-

205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  16  Jun i  2008  

mengenai  Permohonan  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  

Yang  Tidak  Benar  atas  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Masa  Januar i  sampai  dengan  

Desember  2005  Nomor  

00006/207 /05 /217 /07  tangga l  26  Desember  2006  

t i dak  dapat  d i te r ima  ada lah  t i dak  tepa t .  

Adapun  pendapat  kami  dapat  kami  ura i kan  

sebaga i  ber i ku t  :  

B. Masalah  Formal  Gugatan ;

1. Dalam  gugatan  yang  kami  ajukan ,  kami  

mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  Pajak  atas  

sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  S-

205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  16  Jun i  2008  

yang  menolak  permohonan  Pengurangan  atau  

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  

Tidak  Benar  sesua i  Pasal  36  ayat  (1 )  huru f  b  

Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  

te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang 

Nomor 16 Tahun 2000 ;

2. Dalam  pendapatnya  Maje l i s  Pengad i l an  Pajak  
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berpendapat  bahwa  sura t  Keputusan  Terguga t  

(D i rek t u r  Jendera l  Pajak )  Nomor  S- 205/WPJ.02 /  

KP.0906/2008  tangga l  16 Jun i  2008  ada lah  bukan  

merupakan  keputusan  yang  dapat  d ia jukan  

gugatan  sebaga imana  yang  d imaksud  da lam  Pasal  

23  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  

sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  

2000.  Dengan  demik ian  permohonan  gugatan  kami  

t i dak  dapat  d i te r ima  o leh  Pengad i l an  Pajak  ;

3. Sebelumnya  dalam  ura ian  tanggapannya  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  (Terguga t )  juga  berpendapat  

bahwa gugatan  yang  kami  ajukan  t i dak  memenuhi  

keten tuan  fo rma l  karena  t i dak  sesua i  dengan  

Pasal  23  ayat  (2 )  Undang- Undang  KUP Nomor  6 

Tahun  1983  sebaga imana  te lah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  28  

Tahun  2007.  Hal  in i  d ika renakan  bahwa  Sura t  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  S- 205/WPJ.02 /  

KP.0906/2008  tangga l  16  Jun i  2008  bukan lah  

merupakan  keputusan  te tap i  hanya lah  merupakan  

suatu  Sura t  Penje lasan  Proses  Penye lesa ian  

Permohonan  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang 

Tidak  Benar  ;  

4. Dasar  pendapat  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  ada lah  

sesua i  Pasa l  1  angka  4  Undang- Undang  Nomor  14 

Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak  

menyebutkan  bahwa  "Keputusan  adalah  suatu  

penetapan  te r t u l i s  d i  b idang  perpa jakan  yang  

dike lua rkan  o leh  pe jaba t  yang  berwenang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

perpa jakan  dan  dalam  rangka  pelaksanaan  

Undang- Undang  Penagihan  Pajak  dengan  Sura t  

Paksa"  ;  

Berdasarkan  ura ian  di  atas  maka  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  berpendapat  bahwa  gugatan  yang  kami  ajukan  

                Hal .  7 dar i  11 hal .  Put .  
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te rhadap  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  S-

205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  16  Jun i  2008  ada lah  

bukan  merupakan  gugatan  te rhadap  keputusan  yang  

berka i t an  dengan  pe laksanaan  keputusan  perpa jakan ,  

se la i n  yang  di te t apkan  dalam  Pasal  25  ayat  (1 )  dan  

Pasal  26 (sebaga imana  yang  disebu t  da lam Pasa l  23 ayat  

(2 )  huru f  c  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor  16  

Tahun  2000) .  Sela in  i t u  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

berpendapat  karena  kami  te l ah  memi l i h  mengajukan  

permohonan  kebera tan ,  maka kami  seharusnya  melakukan  

band ing  ;

5. Menuru t  kami  Tergugat  (D i rek tu r  Jendera l  

Pajak )  hanya  berpendapat  bahwa  karena  dalam 

Sura t  Nomor  S- 205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  

16  Jun i  2008  hanya  merupakan  suatu  Sura t  

Penje lasan  Proses  Penye lesa ian  Permohonan  

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  Benar  

dan  t i dak  ada  kata - kata  keputusan  dalam sura t  

te rsebu t  maka  dianggap  bukan  merupakan  sura t  

keputusan  seh ingga  t i dak  dapat  d ia jukan  

gugatan  sesua i  Pasa l  23 ayat  (2 )  Undang- Undang  

Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  te lah  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  

2000 ;

6. Menuru t  kami  sura t  Nomor  S-

205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  16  Jun i  2008  

ada lah  juga  merupakan  suatu  sura t  keputusan  

karena  sura t       te rsebu t  memutuskan  bahwa 

permohonan  pengurangan /pembata lan  kete tapan  

pajak  yang  kami  a jukan  sesua i  Pasal  36  ayat  

(1 )  b  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  

Nomor  16  Tahun  2000  t i dak  dapat  d ip roses  

(d i t o l a k ) .  Dalam  hal  in i  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  te lah  memutuskan  untuk  
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t i dak  dapat  memproses  (meno lak )  permohonan  

kami  te r sebu t  meskipun  mela lu i  sura t  

pen je l asan  ;

7. Adapun  argumen  yang  disampaikan  oleh  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  ada lah  Pasa l  1  angka  4  Undang-

Undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  

Pajak  jus t r u  menuru t  kami  Sura t  Nomor  S-

205/WPJ.02 /  KP.0906/2008  tangga l  16  Jun i  2008  

merupakan  Keputusan  karena  je l as  

disebu tkan  dalam  ura iannya  bahwa  keputusan  

ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  d i  b idang  

perpa jakan  yang  dike lua rkan  oleh  pe jaba t  yang  

berwenang  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  perpa jakan .  Dalam hal  in i  Sura t  Nomor  

S- 205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  16  Jun i  2008  

ada lah  merupakan  suatu  keputusan  yang  

di te t apkan  te r t u l i s  o leh  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  sebaga imana  yang  

dia tu r  dalam Pasa l  23 ayat  (2 )  c  Undang- Undang  

Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  te lah  d iubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2000  KUP,  

seh ingga  

dapat  d ia j ukan  gugatan  ;

8. Akiba t  dar i  adanya  Sura t  Nomor  S-

205/WPJ.02 /KP.0906 /2008  tangga l  16  Jun i  2008  

te rsebu t  kami  t i dak  dapat  mempero leh  kead i l an  

dar i  adanya  suatu  penetapan  pajak  yang  t i dak  

benar ,  karena  permohonan  kami  d ipu tuskan  t i dak  

dapat  d ip roses  lag i  ;

C. Masalah  Mater i  Gugatan ;

1. Dalam  mater i  gugatan  yang  kami  ajukan  t i dak  

dipe r t imbangkan  o leh  Maje l i s  Pengad i l an  Pajak  

bahwa  ya i t u  bahwa  gugatan  yang  kami  ajukan  

sebetu lnya  ada lah  adanya  putusan  dar i  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Pajak  bahwa  atas  sura t  

permohonan  Pengurangan  atau  Pembata lan  

                Hal .  9 dar i  11 hal .  Put .  
No.  219/B /PK/PJK/2010
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Kete tapan  Pajak  yang  kami  ajukan  ke  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Sesua i  Pasal  

36  ayat  (1 )  b  agar  dapat  d ip roses  o leh  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  ;

2. Dalam  ura ian  gugatan  te l ah  kami  sampaikan  

krono log i s  mengajukan  gugatan  ya i t u  kami  t i dak  

dapat  mengajukan  band ing  d ika renakan  kami  

te l ah  te r l ambat  mener ima  Sura t  Keputusan  

Kebera tan  ya i t u  leb ih  dar i  enam bulan  se jak  

Keputusan  Kebera tan  di te rb i t k an  dan  sete lah  

adanya  Sura t  Peny i t aan  (d i  samping  dalam  ha l  

in i  kami  t i dak  dapat  memenuhi  

keten tuan  membayar  50% dar i  pa jak  te ru tang )  ;  

Untuk  i t u  kami  mengajukan  permohonan  pengurangan  atau  

pembata lan  kete tapan  pa jak  yang  t i dak  benar  sesua i  

Pasal  36 ayat  (1 )  b Undang- Undang  Nomor  6 Tahun  1983  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor  16  

Tahun  2000.  Namun  permohonan  kami  di t o l a k  oleh  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  dengan  Sura t  Nomor  S-

205/WPJ.02 /  KP.0906/2008  ;  

3. Kami  berpendapat  bahwa  permohonan  

pengurangan /pembata lan  kete tapan  pajak  yang  

t i dak  benar  sesua i  Pasa l  36 ayat  (1 )  b Undang-

Undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  

2000  yang  kami  ajukan  adalah  sesua i  dengan  

Pasal  2,  Pasal  3,  dan  Pasa l  4  ayat  (2 )  

Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  

542/KMK.04/2000  yang  buny inya  sebaga i  

ber i ku t  :  

Pasal  2 :

(1 )   Di rek tu r  Jendera l  Pajak  karena  jaba tannya  atau  

atas  permohonan  Waj ib  Pajak  dapat  mengurangkan  

atau  membata lkan  kete tapan  pajak  yang  t i dak  

benar  ;

(2 )   Set iap  permohonan  pengurangan  atau  pembata lan  
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kete tapan  pajak  sebaga imana  d imaksud  da lam  ayat  

(1 )  d ia jukan  untuk  suatu  sura t  kete tapan  pajak  ;  

(3 )   Set iap  permohonan  pengurangan  atau  pembata lan  

kete tapan  pajak  yang  t i dak  benar  sebaga imana  

dimaksud  dalam  ayat  (2 )  harus  menyebutkan  jumlah  

pajak  yang  menuru t  pengh i t ungan  Waj ib  Pajak  

seharusnya  te ru tang  ;  

Pasal  3 :

(1 )    Di rek tu r  Jendera l  Pajak  harus  member i  keputusan  

atas  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  1 ayat  (2 )  pa l i ng  

lama 12 (dua  be las )  bu lan  se jak  tangga l  permohonan  

di te r ima  ;  

(2 )    Di rek tu r  Jendera l  Pajak  harus  member i  keputusan  

atas  permohonan  pengurangan  atau  pembata lan  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  2 ayat  (2 )  pa l i ng  

lama 12 (dua  be las )  bu lan  se jak  tangga l  permohonan  

di te r ima  ;

(3 )   Apabi l a  jangka  waktu  sebaga imana  d imaksud  dalam 

ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  te l ah  lewat ,  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  t i dak  member i  suatu  keputusan ,  maka 

permohonan  yang  dia jukan  te rsebu t  d ianggap  

di te r ima  ;  

Pasal  4 :

(1 )   Terhadap  keputusan  yang  d i t e rb i t k an  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  yang  berka i t an  dengan  Sura t  Tagihan  

Pajak  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  1  hanya  

dapat  d ia j ukan  gugatan  kepada  badan  perad i l an  

pajak  ;  

(2 )  Terhadap  keputusan  yang  di te rb i t k an  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  yang  berka i t an  dengan  sura t  

kete tapan  pajak  sebaga imana  dimaksud  da lam Pasal  2 

dapat  d ia jukan  permohonan  kembal i  kepada  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  pal i ng  lama  3  ( t i ga )  bu lan  se jak  

tangga l  d i te rb i t k an  keputusan  te rsebu t  ;  

4.  Dalam  Pasal  2  Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  

                Hal .  11 dar i  11 hal .  Put .  
No.  219/B /PK/PJK/2010
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542/KMK.04/2000  te rsebu t  t i dak  disebu tkan  syara t  bahwa 

apab i l a  Waj ib  Pajak  te lah  di to l a k  Kebera tannya  maka 

Waj ib  Pajak  te rsebu t  t i dak  dapat  untuk  mengajukan  

permohonan  Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  

yang  t i dak  benar  sesua i  Pasa l  36  ayat  (1 )  b  Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  1983  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor  16  

Tahun 2000 ;

5. Selan ju tnya  dalam  Pasal  4  ayat  (2 )  

Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  

542/KMK.04/2000  d isebu tkan  bahwa  apabi l a  

permohonan  pengurangan  atau  pembata lan  

kete tapan  pajak  yang  t i dak  benar  te rsebu t  

d i t o l a k  maka  dapat  d ia jukan  permohonan  

kembal i  kepada  Di rek tu r  Jendera l  Pajak .  

Dalam hal  in i  t i dak  diba tas i  sampai  berapa  

ka l i  dapat  d ia j ukan  ;  

Dalam  atu ran  yang  te rba ru  ya i t u  Pera tu ran  Menter i  

Keuangan  Nomor  21/PMK.03/2008  penggant i  Keputusan  

Menter i  Keuangan  Nomor  542/KMK.04/2000  ya i t u  untuk  

Tahun  Pajak ,  Masa  Pajak  sete lah  1  Januar i  2008  

diba tas i  hanya  sampai  dua  ka l i .  Sedangkan  dalam 

sengketa  kami  ada lah  masih  menyangkut  Tahun Pajak  2005  

jad i  masih  ber laku  Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  

542/KMK.04/2000  ;

6. Jad i  menuru t  kami  untuk  menampung  s is i  

kead i l an  bag i  Waj ib  Pajak  apab i l a  ada  

kete tapan  pajak  yang  t i dak  benar  yang  

dike tahu i  kemudian  maka d imungk inkan  untuk  

dibe tu l kan  atau  di l akukan  pene l i t i a n  

kembal i  sebaga imana  d ia tu r  dalam  Pasa l  36  

ayat  (1 )  b  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  

1983  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;

7. Seharusnya  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  te tap  

harus  memproses  permohonan  
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pengurangan /pembata lan  kete tapan  pajak  

yang  t i dak  benar  yang  kami  ajukan  meskipun  

kami  te lah  mengajukan  kebera tan  dan  

di t o l a k  permohonan  kebera tan  kami  te rsebu t  

karena  menuru t  kami ,  Pasa l  36  (1)  b 

Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  

sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  

2000  ada lah  untuk  menampung  s is i  kead i l an  

bag i  Waj ib  Pajak  apab i l a  ada  kete tapan  

dar i  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  yang  ada  

kesa lahan  dalam penetapannya  ;

8. Mel iha t  dasar  perh i t ungan  Sura t  Kete tapan  

Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  Per tambahan  Ni la i  

Tahun  2005  yang  te l ah  di te t apkan  oleh  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  menuru t  kami  da lam 

penetapannya  ada  kesa lahan  mendasar  dimana  

jumlah  Pajak  yang  Teru tang  te l ah  d ibayar  

semua  atas  penjua lan  kami  te tap i  d ih i t ung  

kembal i  dengan  pengenaan  PPN 10%.  Koreks i  

dar i  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  ada lah  

dika renakan  kami  t i dak  dapat  menyerahkan  

data  yang  dimin ta  padaha l  data  kami  ada  

semua.  Terhadap  hal  d i  atas  sebetu lnya  

semua  data  pendukung  te lah  kami  sampaikan  

dalam pemer iksa  dan  kebera tan  tap i  d i t o l a k  

karena  

dianggap  data  pendukung  t i dak  pernah  kami  

sampaikan  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Mahkamah  Agung 

memper t imbangkan  alasan- alasan  pen in jauan  kembal i  dar i  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  sebaga i  ber i ku t  :   

Mengenai  a lasan- alasan  te rsebu t  d i  atas  :

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

karena   t i dak  te rdapa t  putusan  Pengadi l an  Pajak  yang  nyata -

nyata  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang-
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undangan  yang  ber laku  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  91  huru f  

(e )  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002,  dengan  

per t imbangan  :  

- Bahwa putusan  Pengad i l an  Pajak  yang  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ada lah  tepa t ,  karena  

seharusnya  Penggugat  mengajukan  band ing  ke  Pengadi l an  

Pajak ,  bukan  mengajukan  penin jauan  kembal i  kepada  

Tergugat  dan  di  samping  i t u  obyek  gugatan  bukan  

merupakan  keputusan  yang  dapat  d ia jukan  gugatan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  23  ayat  (2 )  Undang-

Undang KUP ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  permohonan  pen in jauan  kembal i  yang  dia j ukan  

oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  :  PT.  Genera l  Persada  

Indus t r i e s  te rsebu t   ada lah  t i dak  bera lasan ,  seh ingga  harus  

di to l ak .  

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  d ip i hak   yang  dika lahkan ,  maka harus  dihukum untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam   pen in jauan  kembal i  yang  

besarnya  sebaga imana  te rsebu t  da lam amar  putusan  in i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang Nomor   48  

Tahun  2009,   Undang- Undang  Nomor  14 Tahun  1985  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009,  

Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  ser ta   pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;  

M E N G A D I  L I   

Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i   dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i   :  PT.  GENERAL  PERSADA INDUSTRIES 

te rsebu t  ;

Menghukum Pemohon  Penin jauan  Kembal i   untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  Penin jauan  Kembal i   in i  sebesar  Rp.  

2.500 .000 , -   (dua  ju t a  l ima  ra tus  r i bu  rup iah  )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Senin ,  tangga l  21  Februar i  2011  

oleh  Pro f .  Dr .  Paulus  E.  Lotu lung ,  S.H. ,  Ketua  Muda 
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Mahkamah  Agung  Urusan  Lingkungan  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara   yang    d i t e t apkan   o leh  Ketua  Mahkamah  Agung  

sebaga i   Ketua   Maje l i s ,  Pro f .  Dr .  H.  Ahmad Sukard ja ,  S.H. ,  

M.A.  dan Widayatno  Sast rohard j ono ,  S.H. ,  M.Sc. ,  Hakim- Hakim 

Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  diucapkan  dalam  s idang  te rbuka  

untuk  umum pada  har i  i tu  juga  o leh  Ketua  Maje l i s  beser ta  

Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  oleh  Subur  MS,  

S.H. ,  M.H.   Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  d ihad i r i  o leh  

para    p ihak  ;

Hakim- Hakim Anggota,            K  e  t   u 

a,

                t t d .  

t t d .

Por f .  Dr .  H.  Ahmad Sukard ja ,  S.H. ,  M.A. .          Prof .  Dr .  

Paulus  E.  Lotu lung ,  S.H.      

                t t d .                               

Widayatno  Sast roha rd j ono ,  S.H. ,  M.Sc.

Biaya- biaya  penin jauan  kembal i   :  
Pani te ra  Penggant i ,
1. M e t  e r  a i  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rp .        6.000 , -

  t t d .   
2. R e d a k s  i   . . . . . . . . . . . . . . .    Rp.         5.000 , -  

Subur  MS, S.H. ,  M.H.      
3. Admin is t r a s i  . . . . . . . . . . .… .    Rp.  2.489 .000 , -

   Jumlah                          Rp.  2.500 .000 , -
                  

Untuk Sal inan

MAHKAMAH AGUNG R. I .

a.n .  Pani te ra

Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara,

ASHADI,  S.H.

NIP.  220000754
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